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Diakronik adalah cara berpikir secara kronologis atau urutan peristiwa yang terjadi dari berbagai

catatan tentang suatu kejadian. Sebagaimana Politik Islam sebagai suatu disiplin llmu Pengetahuan.
dengan demikian buku ini akan mengulik kedudukan Pelitik Islam dalam disiplin ilmu pengetahuan
khususnya tinjauan secara epistemology. ontology dan aksiologi. (Islamic Politic Science) merupakan
cabang ilmu politik yang khusus mempelajari sistem politik dalam konteks kehidupan umat Islam.
Pentingnya llmu Politik Islam dapat dijelaskan dari beberapa perspektif ilmiah. termasuk aspek
keagamaan, sosial, politik, dan historis politik dalam islam, landasan teologi dalam dan keagamaan,
mtegrasi agama dan politik,serta pemahaman terhadap sistem politik islam.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberikan konstibusi yang signifikan khususnya bagi
para akademisi. mahasiswa politik islam dan menjadi salah satu wacana baru dalam menghadapi
persoalan politik kentemporer dengan pendekatan politik islam. Sehingga kita memahami dua
fragmentasi secara definisi operasional yang harus terjawabkan yakni Apakah, “Islam pelitik atau
politik islam™? ketika kita berbicara mengenai Islam Politik bermakna maka politik menjadi sifat bagi
Islam, dengan demikian politik menjadi kepentingan utama sedangkan Islam digunakan sebagai sarana
sebagai mewujudkan tujuan dalam politik. Politik Islam: Islam sebagai sifat dan parameter bagi
aktivitas politik yang memiliki makna tidak dapat diabaikan kata-kata dalam bahasa politik Islam karena
kata-kata tersebut membawa konotasi yang terkait dengan nilai-nilai Islam. Bahasa politik Islam
memiliki dua peran, yaitu menginterpretasikan nilai-nilai Islam dan mengarahkan tujuan sosial Islam.
Kemudian lebih lanjut lagi dalam sejarah politik islam. Seeara esensial perkembangan politik islam di
dunia Timur Khususnya dunia Islam sangat di pengaruhi oleh ilmu pengetahuan lainnya seperti Scjarah
peradaban [slam, Teologi, Figh danTasawuf, Telaah ilmiah berkelanjutan untuk memahami politik islam
sebagai suatu disiplin 1lmu sendiri diperlukan suatu kajian secara komprehensif, secara lugas dan
sistematis sebagaimana ilmu pengetahuan itu diakui baik secara metodologi ilmiah, paradigma bahkan
sebagai pendekatan kekinian, urgensi dansignifikansinya.

Telaah histeris factual diperlukan dalam mencari benang.merah antara sejarah peradaban islam
dengan ilmu pelitik islam sebagai suatu disiplin ilmu sendiri sebagaimana periode sejarah dslam yang
telah berjalan selama lima belas abad dapat dibagi menjadi tiga periode: periode klasik (hingga tahun
1250 M). periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sekarang). Perkembangan
pemikiran pelitik Islam dapat dipahami dengan memperhatikan perbedaan dan ciri khas pada masing-
masingperiode tersebut.
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BAB POLITIK ISLAM
(PERGUMULAN KLASIK
HINGGA
KONTENPORER)

A. Pendahuluan
1. Diakronik Politik Islam: Overview Body Of Knowledge

Politik Islam saat ini memiliki peran yang sentral bagi
mewarnai ilmu pengetahuan baik secara regional maupun
Internasional. Kalau kita ketahui bahwasanya kajian Imu
Politik Islam (Islamic Politic Science) merupakan cabang ilmu
politik yang khusus mempelajari sistem politik dalam
konteks kehidupan umat Islam. Pentingnya Ilmu Politik
Islam dapat dijelaskan dari beberapa perspektif ilmiah,
termasuk aspek keagamaan, sosial, politik, dan historis
politik dalam islam, landasan teologi dalam dan keagamaan,
integrasi agama dan politik,serta pemahaman terhadap
sistem politik islam.

Terdapat dua fragmentasi secara definisi operasional
yang harus terjawabkan yakni Apakah, “Islam politik atau
politik islam”? ketika kita berbicara mengenai Islam Politik
bermakna maka politik menjadi sifat bagi Islam, dengan
demikian politik menjadi kepentingan utama sedangkan
Islam digunakan sebagai sarana sebagai mewujudkan tujuan
dalam politik. Islam (Al-Quran) dikatakan agama yang hanya
mengatur persoalan ritual. Islam adalah agama universal,
agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam juga
memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan
yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara
mengatur sistem perekonomian, penegakan hukum, konsep

1



BAB

ETIKA POLITIK

A. Pergumulan Diskursus Etika
1. Pengertian Etimologi

Sebagian besar para ilmuan etika, khususnya di
kalangan muslim, secara taken for granted, memandang bahwa
etika itu sinonim dengan moral dan akhlak.#*? Sebagaimana
pengertian yang diberikan oleh Rachmat Djatnika, bahwa
secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim
masdar dari kata akhlaga-yukhliqu- ikhlagan, sesuai dengan
wazn af ala-yufilu-if alan yang berarti perangai, tabiat, watak
dasar, kebiasaan, sopan santun. Etika berasal dari bahasa
Latin “ethica”. Etos dalam bahasa Yunani yang berarti norma-

440 Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa Djatnika menyamakan
antara etika dengan akhlak ketika ia menterjemahkan pengertian etika yang ada
dalam Ensyclopaedia Britannica berikut ini: “Ethic is the systimatic study of the
nature of value concepts, “good”, “bad”, “ought”. “right”, “Wrong”, etc. And of
the general principles whichjustify us in applying them to anything; also called
“moral philosophy”. Artinya: “Ilmu akhlak ialah studi yang sistematik tentang
tabiat dari pengertian-pengertian nilai ‘baik’, ‘buruk’, ‘seharusnya’, ‘benar’,
‘salah’, dan sebagainya dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang
membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut juga
filsafat moral”. Lihat, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia),
(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Rachmat Djatnika, Sistem Ethika
Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 29-30.
Bandingkan, Encyclopaedia Britannica, “ethics”, Jilid VIII, E. h. 752. Lihat
juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak dengan moral, etika,
watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai dan kesusilaan, dalam bukunya,
Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan,
pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan baik dan
buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat, Kamus Webster (United State Of
America: William Collins Publisher, 1980).

449



BAB

POLITIK IDENTITAS

A. Islam Dan Konstruksi Politik Identitas Etnis di Lokalitas
1. Pendahuluan
Identitas etnis®® dalam implementasi sistem
demokrasi di berbagai negara seringkali menjadi teka-teki.
Menurut definisi, sistem demokrasi dirancang untuk
menerima relasi kuasa yang mampu mengakomodir dan
menjamin  tercapainya tujuan bersama, termasuk
pengelolaan isu etnisitas dalam institusi politik dan
demokrasi.85
Studi mengenai identitias etnik dilakukan di dalam
Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam.8? Kajian yang

858 Identitas etnis adalah produk sosial yang berisi konsep relasional yang terkait
dengan identifikassi diri (subyektifitas) dan asal usul sosial (obyektifitas).
Dengan demikian, identitas etnik dipahami sebagai proses peciptaan batas-batas
formasi dan dtegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Schultz dan
Lavenda (2001) memberikan artikulasi bahwa identitas etnik diciptakan oleh
proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke
dalam struktur politik yang tnggal dibawah kondisi-kondisi sosial tertentu.
Dalam hal ini, Bourdieu (1977) sepakat bahwa identittas etnik merupakan hassil
dan modus konstruksi sosial yang dibangun antar subyek dan obyek yang disebut
opus operantum dan modus operandi. Dengan demikian, kekuatan identitas etnik
adalah kuasa (power) yang melekat pada etnik dan dijadikan sebagai sarana aktor
yang melakukan pengorganisasian atau mobilisassi massa dalam arena
kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik.

859 “The Politics of ethnicity and Identities,” 4 November 2019,
http:/ /www.academia. edu/3150565.

860 Derks, T. And Roymans, N., Hasil studi yang dilakukan Pusat Arkeologi,
Universitas Amsterdam didanai oleh Netherlands Organisation for scintific
research (NWO). Hasil studi tersebut selanjutnya dijadikan buku berjudul
Ethnic Contructs in Antiquity ditulis Derks, T. And Roymans, N. (eds) dan
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munkar. Dalam penjelasan orang-orang Islam pada masa-
masa belakangan, misalnya, al-Baidawi “Tafsir Surah Al-
Baqgarah, 232" terlihat bahwa kata-kata ma“ruf sering kali
didefinisikan sebagai “apa yang dinyatakan dan disetujui
oleh hukum-hukum Allah” Lihat, Toshihiko Izutsu, Etika
Beragama dalam Qur*an, terj. Mansurddin Djoely. Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993.

Kata-kata faashlihu dalam ayat di atas penulis artikan” maka

berbuat baiklah”, berbeda dengan terjemah Departemen
Agama RI, yang mengartikan dengan “karena itu
damaikanlah” mungkin substansinya sama, namun dalam
konteks kajian kritik etika sosial, agaknya penulis lebih
cenderung kepada makna kata menurut penulis sendiri.

Kauffman, L. A. Kauffman, L. A. (2001). The anti-politics of identity.

Identity Politics in the Women’s Movement, 2001.
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Kebenaran empirik di sini adalah kebenaran formal yang
seringkali dijadikan media rekayasa untuk kepentingan
pribadi atau kelompok dalam melakukan penyimpangan-
penyimpangan, sehingga kebenaran formalistik itu
belum tentu mengandung kebaikan etik. Oleh karena
itulah maka harus dikaitkan dengan kebenaran etik yang
bersumber dari kebenaran abadi yaitu nilai-nilai etik profetik.
Lemahnya supremasi hukum, karena bersandar panda
hukum  formal, tapi mengabaikan pertimbangan hati
nurani, perasaan. Sudah jelas-jelas menurut logika dan
perasaan pasti ada somethings wrong, tapi aparat penegak
hukum tidak memberi tindakan dan sangsi. Dengan hati
nurani, hatinya sendiri tau kalau ia melanggar, tapi orang lain
dianggap tidak tau, ini adalah sisi kelemahan jika tidak
didukung dengan bukti-bukti konkrit. Dari sini, menurut
Soejadi, diperlukan social control, bisa berupa demo. Tapi,
katanya membantah pernyataannya sendiri, saat ini demo
sudah tidak tepat lagi, kalau hanya dengan demo dalam arti
politik. Prof. Dr. Soedjadi (Guru Besar UGM) dalam Seminar
Implikasi Otonomi Daerah Terhadap
SemangatNasionalisme”, Fak. Ushuluddin IAIN Raden Intan
Lampung, di Bandar Lampung 22 Agustus 2002.

Kedua tokoh ini (Mossolini dan Hitler) menegaskan bahwa
hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-
artikulasikan kehendak sejati para pengikutnyam oleh
karena itu ia harus cerdas, jujur dan amanah. Mereka yang
berhasil naik ke puncak kekuasaan ip so fakto adalah
kelompok elit. Lihat, Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir,
Konsep, Ragam, Kritik dan Masa depannya. Yogyakarta:
Qalam, 2004.

Kees Bertans.

Kees Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius,
1983) h. 60. Mengenai apriori dan aposteriori dalam Webster
Dictionari disebutkan bahwa apriori adalah sesuatu yang
dihubungkan dengan penalaran yang didasarkan pada
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penilaian ide-ide semata, yang ditandai oleh sesuatu yang
dapat diketahui melalui penalaran dari suatu hal yang
dianggap jelas dengan sendirinya tanpa didasarkan pada
kenyataan pengalaman yang bersifat khusus. Sementara
aposteriori adalah suatu yang berhubungan dengan bentuk
penalaran yang membentuk proposisi berdasar pada
observasi terhadap kenyataan atau dengan cara
menggeneralisisr dari prinsip-prinsip khusus kenyataan-
kenyataan. Lihat, Wibster Dictionary.

Kekalahan partai-partai politik aliran (partai-partai berbasis
agama) disebabkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan
ideologiis internal. Lihat, pernyataan Allan Samson yang
dikutip Bahtiar Effendi dari tulisannya —Conceptions of
Politcs, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian
Islaml, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.),
Political Power and Communication in Indonesia (Berkeley,
Los Angeles, London : university of California Press, 1978), h.
199. Konfirmasi ke Bahtiar Effendy, Islam dan Negara
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1998). Jakarta: Paramadina,
1998.

Kekuasaan pemerintahan tidak hanya mencakup kekuasaan
untuk memperoleh ketaatan dari warga negara masyarakat,
tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan
tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara
di bidang administrative, legislative, dan yudikatif. Lihat,
Moh. Kusnadi dan Bintan R. saragih, lImu Negara, Edisi
Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak,
terutama diperoleh melalui kekerasan atau dengan carea
yang tidak demokratis. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Keterangan Ahmad Syafi“i Ma"arif di atas diperkuat lagi oleh
keterangan Dr. H. Musa Su“eb, MA,, ketika penulis datang ke
kediamannya di Gg. Abdurrahman Jalan Tamim Bandar
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Lampung, Sabtu 28 Februari 2003, ia baru saja pulang dari
menunaikan Ibadah haji sebagai TPIH Bandar Lampung.
Dalam penjelasannya ia menegaskan bahwa “kondisi
Indonesia sangat terpuruk di mata dunia internasional,
bahkan orang Arab sendiri sangat menilai negatif bangsa
Indonesia dari sisi korupsinya. Jama“ah haji Indonesia pada
musim haji tahun ini mengalami cobaan yang amat berat
karena ulah para pejabat dan penyelenggara haji Indonesia.
Dalam keterangannya itu Musa mencontohkan, bus yang
dicarter umpamanya 30 bus, tapi yang direalisasikan 15 bus.
Oleh orang Saudi, karena mereka tahu ada penyimpangan
dari aparat Indonesia, maka yang dioperasikan hanya 10
bus, maka terlantarlah jama“ah haji dari Muzdalifah ke
Mina, akibatnya jama“ah asal Indonesia berjalan kaki dan
kelelahan sehingga lebih dari 200 orang yang meninggal. Hal
lain yang ia contohkan juga, soal tempat tinggal, di Mekkah
ada kelas-kelas yang berbeda harga sesuai dengan jarak
dengan Masjidil Haram, umpamanya yang lebih dekat 800
real per-jama“ah, lebih jauh sedikit 400 real, lebih jauh lagi
300 real. Oleh petugas Indonesia semua jama“ah dipukul
rata dipungut 800 real.

Kettell, S. On the public discourse of religion: An analysis of

Christianity in the United Kingdom. Politics and Religion,
2009.

KH. Imam Zarkasyi (1910-1985) adalah salah seorang pendiri

Pondok Modern darussalam Gontor dari Trimurti (tiga
bersaudara), yaitu KH. Ahmad Sahal (1901-1977) dan KH.
Zainuddin Fannani (1905-1967). Lihat, Abdullah Syukri
Zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

K.H. Imam Zarkasyi. Al-Mahfudzat. Gontor: KMI, 1982.

— — —. KH. Imam Zarkasyi, Al-Mahfudzat, (Gontor: KMI, 1982).
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Khalaf Allah, Muhammad. “Kekuasan Legislatif” dalam Wacana
Islam Liberal permikiran islam Kontemporer tentang Isu-isu
Global. Jakarta: Paramadina, 2003.

Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn
Taimiyyah tentang Pemerintahan islam. Surabaya: Risalah
Gusti, 1995.

Kharismatis, dalam kamus disebut sebagai karismatis, artinya
bersifat karisma. Karisma ada dua arti yaitu keadaan atau
bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar
biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk
membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat
terhadap dirinya; atribut kepemimpinan yang didasarkan
atas kualitas kepribadian individu. Sebagai kata keterangan
karisma berarti karunia Ilahi yang luar biasa yang diberikan
kepada orang beriman supaya melayani umat. Lihat,
Depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 1995.

Komaruddin Hidayat. Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan
Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998.

Kompas 20 Desember 2004.

Konsep ini berasal dari konsep sekulersimenya Annaim, yaitu
negara bersikap netral terhadap agama, jadi bukan negara
yang memusuhi atau mendukung suatu agama. “Makin
netral sikap negara terhadap agama, makin banyak
kemungkinan bagi warga untuk menjadi agamis” karena
negara tidak memaksakan ajaran tertentu atau pemahaman
tertentu tentang syariah atau sistem agama lain.

Konsep integrasi agama dan Negara di Indonesia didukung oleh
hasil survei Roy Morgan (dikutip Guharoy, Jakarta Post,
2/10/2007) menunjukkan bahwa sembilan di antara sepuluh
orang Islam dan Kristen, delapan di antara sepuluh orang
Konghucu dan Buddha, serta lima di antara sepuluh orang
Hindu menganggap agama merupakan bagian penting
kehidupan sehari-hari mereka. Lihat, Abd A‘la, (Asisten
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Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN
Sunan Ampel). Radar Lampung, 2007.

Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan dimana unit-unit
yang  membentuknya diatur dalam organisasi yang
jumlahnya terbatas dan bersipat tunggal, lihat Muktar
Masoed, Negara, Kapital dan Demokrasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 1994).

Kosmin, B. A., & Keysar, A. Secularism & secularity: contemporary
international perspectives. ISSSC, 2007.

Kriteria ini secara implisit mencakup karakteristik idealistik,
pseperti : jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan
perbuatan tercela seperti KKN, Mo- limu, (main, mabok,
madat, minum, madon dan maling) dan sifat-sifat tercela
yang lain yang berlauanan dengan ajaran agama.

Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mirzan, 1999.

— — —. Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Bandung:
Mirzan, 1996.

Kurtz, L. Gods in the global village: The world’s religions in
sociological perspective. Pine Forge Press, 1995.

Kuru, A. T. Secularism and state policies toward religion: The
United States, France, and Turkey. Cambridge
University Press, 2009.

L Carl Brown, Wajah Islam Politik, Penerjemah Abdullah Alj,
Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2003.

lan Adams, Ideolog/ Politik Mutakhir Konsep, Rogam, Kritik, dan
Masa Depannya, Yogyak Qalam, 2004.

“Latar belakang pendidikan,” Agustus 2003. http://Gus Dur.net.

Lebih lanjut baca tulisan Abdurrahman Wahid, “Menjadikan
Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan” dalam
Juhaya S. Praja (pengt), Hukum Islam di Indonesia:
Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
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Lidah

Memang Tidak Bertulang “Editorial.” Jakarta: Media
Indonesia, 2002.

Life, P. F. on R. and P. Rising Restrictions on Religion. Pew Research

Lihat,

(lihat

Lihat,

Lihat,

Lihat:

Lihat:

Center Washington DC, 2011.

Abdul Ghany bin Muhammad Ar-Rahhal, Fenomena
Demokrasi Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam, (Jakarta :
DeA Press, 2000), h. 25. Mengacu kepada pengertian ini,
maka rakyat berperan serta langsung menentukan arah
kebijaksanaan.

kasus Akbar Tandjung, dari Presiden Habibie ke Akbar,
lalu ke Dadang Sukandar kemudian ke Winfred Simatupang,
tidak jelas instruksinya, sengaja dikaburkan untuk
penggelapan dana non bugeter bulog).

Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam Conscience
and History in a World Civilization, Terj. Mulyadhi
Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 1999.

Moeslim Abdurrahman “ Islam dan Negara dalam Sejarah
yang Berubah-ubah”  Kata Pengantar dalam Musdah
Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal.
Jakarta: Paramadina, 2001.

Abi al-Hasan _Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-
Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-
Wilayat ad Diniyyah, (Bairut: Dar al-Kutub al-_Ilmiyah,
1978); Abu Ya'la, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar al-
Kutub al-_Ilmiyah, 1983).

Abi al-Hasan ,,Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-
Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-
Wilayat ad-Diniyyah, (Bairut: Dar al- Kutub al-,Ilmiyah,
1978); Abu Ya“la, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar al-
Kutub al-,Ilmiyah, 1983). Di antara buku-buku yang ditulis
di bawah judul seperti ini ialah: Muhammad Faruz an-
Nabhan, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Bairut: Muassasah al-
Risalah, 1988); Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi
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al-Islam, (Kairo: Dar al-Kitab al-,Arabi, t.th); Muhammad
Abdullah al-, Arabi, Nizam al-Hukm fi al-Islam. Bairut: Dar
Al-Fikr.

Lihat, Ahmad Syafi’i Ma‘arif, dalam Islam dan Masalah Kenegaraan
Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta:
LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di mana agama
rohani telah kurang diyakini oleh banyak manusia, akan
tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana ketegangan dan
ketidakpastian menimbulkan suatu kebutuhan khusus akan
pegangan spiritual. Lihat, Miriam Budihardjo, Masalah
Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia, 1980.

Lihat, Ahmad Syafi“i Ma"arif, dalam Islam dan Masalah
Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante,
(Jakarta: LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di
mana agama rohani telah kurang diyakini oleh banyak
manusia, akan tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana
ketegangan dan ketidakpastian menimbulkan suatu
kebutuhan khusus akan pegangan spiritual. Lihat, Miriam
Budihardjo, Masalah Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia,
1980.

Lihat Ali Abdul Al-Syinawi, Huriyah Al-Mu'tagad Al-Diiny li Dhair
Al-Muslimin fi Zhilal Samahat Al-Islam” oleh Ali Abdul “al
al-Syinawi, hlm. 170, yang juga merujuk Kitab Isytirakiyah
Al-Islam oleh Mustafa Al-Siba’l dan buku Al-Ammwal oleh
Al-Hafiz bin Salam dan Abgariyah Umar oleh Abbas
Mahmud al-"Akad.

Lihat catatan kaki di atas.

Lihat, Fazlur Rahman, “Konsep Negara Islam” dalam John ]J.
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Ensiklopedi Masalah-Masalah. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Lihat, Hasan Hanafi, al-Din wa al-Tsaurat fi Mishr 1952-1986, al-Din
wa al-Tanmiyyat al-Qaumiyyat. Kairo: Maktabat Madbuli,
1989.
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Lihat, Ibn Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2000) h. 37. Agaknya menurut penulis,
orang yang mengkritik itu tentu menawarkan alternatif yang
lebih baik dari apa yang dia kritik.

Lihat: Ibnu Mandzur, Lisan al-,Arab, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990),
Jilid. 6, di bawah kata dasar o) o= .

Lihat, Jean Paul Sartre, Existentialism and Humanism, transl. Philip
Mairet, (London: Methuen 7 Co. Ltd. 1960) Pandangan
tentang kebebasan yang radikal seperti Sartre ini, tentu
bukan yang dimaksud dalam postulat etika di atas, karena
pandangannya tersebut adalah dasar bagi pandangan
ateisnya.

Lihat kitab Musnad, 2/164.

Lihat lebih lanjut buku Al-Masihiyah wal islam fi Mishr karangan
Husein Kafafi yang dikutip oleh Muhammad Badr Ma’badi
dalam Mazahir Al-Tasamuh Al-Islami, him.150 dan
seterusnya.

Lihat lebih lanjut buku-buku tafsir seperti Al-Qurtubi, Ath-Thabari,
Ibn Katsir yang menjelaskan lebih luas tentang pengertian
kelompok non-Muslim yang disebut dalam ayat tersebut.
Selain itu, lihat pula buku Al- Mausu’ah Al-Muyassarah fi Al-
Adyan wa Al-Mazahib Al-Mu’'ashirah yang diterbitkan
WAMY tahun 1988 dan Huriyah Al-Mu'taqad Al-Diiny li
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“al Al-Syinawi.
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Penyakit Politisasi Agama, Kortem, 2007.

Lihat, Moeslim Abdurrahman — Islam dan Negara dalam Sejarah
yang Berubah-ubahl  Kata Pengantar dalam Musdah
Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal.
Jakarta: Paramadina, 2001.

Lihat Nurcholis Madjid, Islam Dokrin dan Peradapan; Sebuah
Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan , Kemanusian, Dan
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Komodernan, (Jakarta, Paramadinah, 1992, ) hal ci. Lihat
pula, Islam Kemodernan dan Keindonesian, (Bandung;
Mizan, 1991), hal 204-214. lihat pula Dedi Djamaluddin Malik
dan Idi Subandy Ibrahim, Jaman Baru Islam Indonesia;
Pemikiran dan Aksipolitik (Bandung Jaman Mulia,1998).
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Pengkajian, Latihan dan Pengembangan Masyarakat, 1984.

Lihat, Q.S, 14 : 13.

Lihat Q.S al-Baqgarah (2): 29, al-A*raf (7): 10, ar-Ra“d (13): 3, Ibrahim
(14): 32-34, al-Waqi“ah (56): 63-64, al-Mulk (67): 15.

Lihat Sirah Ibnu Hisyam, Tahqiq Taha Abd Al-Rauf Saad, cetakan
Al-Kuliyyah Al-Azhariyah, Kairo yang dirujuk oleh Walid
abd Majid dalam Al-Tasamuh al-Islami (baina nazaiyah wa
tatbiq).

Lihat Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dioalog
antar Peradaban, Jakarta, Paramadina, 1996 dan Tanja,
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Definisi”, dalam M. Amien Rais, (Ed.), Islam di Indonesia
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Listia Laode. Problematika Pendidikan Agama di Sekolah Hasil
Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Yogyakarta
2004-2006. Yogyakarta: Interfidei, 2007.

Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan
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Suhelmi, Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah
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Kekuasaan. Jakarta: Darul Falah, 1999.

O. Kattsoff. Pengantar  Filsafat, Terj.  Soejono
Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Terj. Soejono
Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), h. 351.
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Prentice Hall, Inc, 1959).
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Maksudnya adalah bahwa dengan adanya identifikasi terhadap
politisi busuk, baik di legislatif, yudikatif maupun ekskutif,
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Islam kalah, mengapa umat Islam tidak bisa bersatu.
Mengapa ketika ditanya tentang posisi agama dalam
negara jawabannya simbiosis mutualistis, tetapi praksisnya
adalah pragmatisme yang dilaksanakan. Menurut sebagian
pengamat politik, gagalnya partai-partai berbasis agama
dalam mendulang suara mengidikasikan bahwa politik
aliran sudah ditinggalkan, rakyat Indonesia, apa pun
agamanya, atau alirannya berpendapat bahwa rumusan
nilai-nilai yang dijadikan dasar Negara Republik Indonesia
sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal
18 Agustus 1945. Lihat, Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara
Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Nasution, Harun. Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran.
Bandung: Mirzan, 1885.

Negara Madinah ini menjadi implementasi praksis konsep umat
yang disinyalir oleh Montgomery Watt bahwa kala itu Nabi
SAW.,, tidak saja sebagai Rasul tapi sekaligus sebagai
Kepala Negara. Lihat, William Mobntgomery Watt,
Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Beunebi Cipta,
1987.

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang
mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama
atas nama masyarakat yang dikomandani oleh presiden.
Bandingkan dengan pernyataan Roger H. Soltau berikut
—The state is an agency or authority managing or controlling
these (common) affairs on behalf of and in the name of the
communityl. Lihat, dalam bukunya Education for Politics.
London: Green& Co, 1961.

Negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti
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parapsikologi. Lihat, Lihat, Andree Feillard, NU vis-a-vis
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memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud
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Secara etimologis , kata ulama berasal dari bahasa Arab yang
merupakan bentuk jamak (plural) dari kata ,alim, berarti
orang yang mempunyai ilmu, tanpa ikatan spesialisasi
bidang. Namun, dalam perkembangannya kata ini
mengalami penyempitan makna dengan mengkhususkan
diri, pada spesialisasi ilmu agama. Bahkan dalam beberapa



kasus, harus ditambah persyaratan mempunyai pengikut
yang banyak. Sinonim dengan pengertian ini, ada kiyai,
anjengan, buya, tuan guru dan sebagainya. Abuddin Nata
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secara aktif pengalaman-pengalaman hidup untuk
dapat dipahami, yang memungkinkan individu dapat
melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi
label terhadap peristiwa-peristiwa . Secara ringkas analisis
framing ini dapat disebut sebagai seleksi, penegasan, dan
eksklusi yang ketat. Lihat, Alex Sobur, Analisis Teks Media
Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik
dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Nabi
harus dimaknai sebaga fenomena sekular meskipun secara
fungsional seorang Kkhalifah memiliki tanggung jawab
keagamaan. Sejak itu sampai saat ini, termasuk ketika isu
khilafah muncul permukaan, watak dan kepemimpinan
politik dalam Islam bersifat sekular. University.

Penggunaan term jiwa, dalam postulat keabadian jiwa adalah untuk
menyebut totalitas manusia. Hal ini dapat dijumpai pada
suratal- Bagarah/2:61 dan 123, Yusuf/12:54, adz-Dzariat/
51:21, an-Nahl/ 16: 111.. Manusia adalah makhluk yang
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memiliki dua dimensi, yaitu jiwa dan raga. Tanpa jiwa
dengan fungsi-fungsinya, manusia dipandang tidak
sempurna, dan tanpa jasad, jiwa tidak dapat menjalankan
fungsi-fungsinya. Jasad mengalami kehancuran, sedangkan
jiwa bersifat abadi. Di alam akhirat nanti jiwa akan
dipertemukan lagi dengan badan. Q.S at-Takwir/ 81:7.
Untuk konfirmasi lebih lanjut, lihat: Achmad Mubarok,
Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-
Qur*an, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 46-52. 80Q.S. 22: 23;
39: 73-75; 57: 12; 98:8.

Penjelasan yang lebih detil tentang hal ini, dapat dibaca pada:
Harun Hadiwiyono, op.cit., h. 68-71. Justus Hartnack, op.cit.,
h. 33-36. Kees Bertans.

Penjelasan yang lebih memadai dan lebih luas dapat dilihat, A.
Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah
(Syariah). Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Perlu ditandaskan di sini, bahwa “Demonstrasi” bersifat extra
konstitusional yang legal, demikian kata Dr.Syahrir dalam
acara Who want to be the presiden di TPI, Minggu 26 Januari
2003. Dalam wacana negara demokrasi modern, demonstrasi
merupakan salah satu pilarnya dan media massa adalah
salah satu pilar negara modern di samping lembaga ekskutif,
legeslatif dan yudikatif.

Pernyataan Komaruddin Hidayat pada acara Bincang-Bincang
ANTYV, bersama Tamrin Tamagola dan Sudirman Said. 7 Juni
2002.

Pernyataan Susilo bambang Yudoyuno (SBY), Presiden RI ke-6
ini, disampaikannya pada Wawancara Metro Pagi dalam
acara ulang tahun ke-4 Metro TV dan Program 100 hari SBY
bersama reporter Najwa Shihab, 2004.

Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal,
biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya,
dapat pula berarti pusaka, sesuatu benda yang bertuah, yang
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gaib.Lihat, Louis Ma“luf, Al-Munjid Fi Allughah wa al-
A“lam. Baerut: Dar Al-Masyrit, 1975.

Poedjawiyatna. Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat. Jakarta:
Pustaka Sarjana, 1980.

Political identity merupakan kontruksi yang menentukan posisi
kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas, politik
sedangkan political identity mengacu pada mekanisme
politik pengorganisasian identitas ( basik identitas politik
maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Politik yang diartikan alat untuk mencapai tujuan kerakyatan tidak
dapat berjalan pada praktiknya apabila tidak terdapat
legitimasi dan konsensus.

Posisi kunci dan strategis ini dalam perspektif Islam, karena ia
berkedudukan sebagai ulil amri, dan karenanya ia ditaati
setelah Rasulullah SAW dan Allah SWT. Lihat Q.54 : 59.

Postulat adalah kebenaran-kebenaran atau proposisi yang tidak
dibuktikan akan  kebe-narannya oleh ilmu yang
bersangkutan;  kebenaran ini merupakan kebenaran
pinjaman dari ilmu lain. Justru ilmu lain inilah yang harus
membuktikan kebenaran-kebenaran postulat-postulat dari
semua ilmu. Lihat, Agus Makmurtomo dan B. Soekarno,
Ethika (Filsafat Moral), (Jakarta: Wira Sari, 1989), h. 19.
Bandingkan dengan Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu:
Sebuah Pengantar populer. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

PRC, P. R. C. Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities.
Pew Research Washington, DC, 2015.

Prinsip Nahi Mungkar ini disebut juga kritik sosial oleh
Komaruddin Hidayat, sebagai dimensi keniscayaan dalam
orientasi dakwah keagamaan. Lihat, Komaruddin Hidayat
Tragedi Raja MidasMoralitas Agama dan Krisis Modernisme,
(Jakarta: Paramadina, 1998) h. 37-38. 27Azyumardi Azra,
Islam Substantif. Bandung: Mizan, 2000.
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Prinsip-prinsip kepatutan dalam pemerintahan adalah sebagai
berikut: perlakuan yang korek, penelitian yang seksama,
prosedur keputusan yang seksama, keputusan yang bajik
dan bijak, persamaan dan kesamaan, keterpercayaan,
pertimbangan yang masuk akal dan adil serta fair play. Lihat,
Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan
Pemerintahan Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta:
Gramedia, 1997.

Priyono dalam prolog yang bertemakan “Periferalisasi, Oposisi
dan Integrasi Islam di Indonesia: Menyimak Pemikiran
Kuntowijoyo”  dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam
Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1996.

Prothero, S. A nation of religions: The politics of pluralism in
multireligious America. Univ of North Carolina Press, 2007.

Q.S. al-Bagarah/ 2: 260; Ali-Imran/3: 156; al-A“raf/7: 158; at-
Taubah/9: 116; Yunus/10: 56;al-Mukmin /40: 68.

Q.S. 22: 23; 39: 73-75; 57: 12; 98:8.

Q.S. al-Anfal/8: 24; an-Nahl/16: 97.

Q.S. al-Bagarah/ 2: 255; al-Mukmin/ 40: 65.
Q.S. al-Maidah/ 5: 20.

Q.S. al-Zalzalah/ 99: 7-8.

Q.S Hadid ayat 25.

Q.S.al-Maidah/5: 35.

R. Williyam Liddle, Islam, Politik dan Modernisasi, (Jakarta;
Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal 68. kebijakan semacam ini
meningkatkan pada kebijakan politik yang pernah ditempuh
oleh pemerintahan kolonial belanda. Mengenai hal ini Lihat
Harry J. Benda, The Crescent And The Rising Sun;.
Indonesian Islam Under The Japannese Occuppartion 1942-
1945 (The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd,1958).
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Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa
Djatnika menyamakan antara etika dengan akhlak ketika ia
menterjemahkan pengertian etika yang ada dalam
Ensyclopaedia Britannica berikut ini: “Ethic is the systimatic
study of the nature of value concepts, “good”, “bad”,
“ought”. “right”, “Wrong”, etc. And of the general principles
whichjustify us in applying them to anything; also called
“moral philosophy”. Artinya: “Ilmu akhlak ialah studi yang
sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai
‘baik’, ‘buruk’, ‘seharusnya’, ‘benar’, ‘salah’, dan sebagainya
dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan
kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut
juga filsafat moral”. Lihat, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika
Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26.
Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia),
(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 29-30. Bandingkan,
Encyclopaedia Britannica, “ethics”, Jilid VIII, E. h. 752. Lihat
juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak
dengan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku,
perangai dan kesusilaan, dalam bukunya, Kuliah Etika,
(Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan,
pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan
dengan baik dan buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat,
Kamus Webster. United State Of America: William Collins
Publisher, 1980.

Rahardjo, Dawam. Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan
Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 2002.

— — —. Syura dalam Ulumul Qur’an. Vol. 3. 1 vol.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago and London: University of
Chicago Press, 1982.

Rahman, Fazlur, Islam, New York, Chicago, San Fransisco, Holt,
Reinhart, Winston, 1966.
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Rahman, M. T. Sosiologi Islam. Prodi S2 Studi Agama- Agama UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Rahman, T. Rahman, T. (2013). ‘Indianization’of Indonesia in an
Historical Sketch. International Journal of Nusantara Islam,
2013.

Rais, M. A. Agenda mendesak bangsa: selamatkan Indonesia! PT
Mizan Publika, 2008.

Rais, M. Amien. Tidak Ada Negara Islam: Panji Masyarakat. 1982.

Ratapan atau jeritan suara hati sang penyair ini muncul, menurut
penuturan Rachmat Djatnika, adalah karena ia melihat
fakta dan realita, yaitu kejatuhan Andalusia di Spanyol
yang pada masa jayanya memiliki keajaiban dunia dengan
istana Al-Hambra, mesjid Cordova. Andalusia pun telah
melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rusyd, Ibnu
Hazm, Al-QurthubiIbnu Al-,Arabi dan lain-lain. Namun,
pada tahun 1492, negeri itu hilang kejayaannya, umat Islam
lenyap  dari Andalusia, disebabkan oleh wulah para
pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib
umat, melainkan saling bertengkar ~memperebutkan
kedudukan dan kepentingan sendiri-sendiri, padahal musuh
mengintai. Mereka lupa akan kewajiban- kewajibannya
sebagai pemimpin terhadap nasib masyarakat dan
bangsanya. Akhirnya mereka dapat dihancurkan oleh Raja
Ferdinan dari Aragon dan sekutunya raja dari Castila. Lihat,
Rachmat Djatnika, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam
(Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 14-15.
Konfirmasi tentang Andalusia ini dapat juga dilakukan pada,
Harun Nasution (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia.
Jakarta: Djambatan, 1992.

Razig, Ali Abd. Al-blam wa Usul Al-Hukm. Kairo: Mathba’ah
Mishra, 1925.

R.Eep Saefullah Fatah. Masalah dan Prospek Demokrasi di
Indonesia. Jakarta: Ghallia Indonesia, 1994.

926



Rekomendasi hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes
NU, berakhir Minggu 28 juli 2002 di jakarta, = bahwa “
koruptor dikategorikan sebagai pencuri, rampok, jaika ia
muslim maka ia harus dihukum potong tangan dan tidak
boleh disembahyangkan kalau ia meninggal”. Sebagaimana
dikutip dalam “Headline News”, Metro TV, (Jakarta), 28 Juli
2002. Mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri ini,
dalam koridor pemikiran hukum Islam, masih dalam
perdebatan, ada yang memandang sebagai kias dan perlu
ditakwil ada yang sepakat mengambil arti tertulis. Di sini
tidak akan mempersoalkan hal tersebut.

Rene Descartes (1598-1650) dijuluki sebagai bapak pendiri filsafat
modern dan terkenal sebagai matematikus, pantas
menduduki tempat terhormat karena dua alasan. Pertama,
karena usaha mencari satu-satunya metoda dalam seluruh
cabang penyelidikan manusia. Kedua, karena ia
memperkenalkan dalam filsafat, terutama karena penelitian
itu konsep dan argumen yang sejak waktu itu digunakan
sebagai prinip dasarnya. Lihat, Roger Scruton,  Sejarah
Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Wittgenstein,
terj. Zainal Arifin Tandjung, (Jakarta: Pantja Simpati, 1984).
Jakarta: Pantja Simpati, 1984.

Retno Lukito. Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia.
Jakarta: INIS, 1998.

Reychler, L. “Challenges of Peace Research. International Journalof
Peace Studies,” 2006.
http:/ /www jstor.org/stable/41852935.

Ridha, dan Rasyid. Al-Khilafah au Al-Imamah Al-Uzhma. Kairo:
Al-Manar, 1341.

Rifyal Ka“bah, “Strategi Kebudayaan Islam Proyeksi Model Budaya
Islam di Masa Mendatang”,Makalah Seminar. Jakarta, 1995.

Rizwan, 2001.
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Rogeer Scruton. Sejarah Singkat Filsafat modern dari Descartes
sampai Wittgenstein. Jakarta: Pantja Simpati, 1986.

Rummens, S., & Abts, K. Politiek extremisme en de weerbaarheid
van de democratie. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van
Het Overlegcentrum Voor Ethiek, 2007.

Rustam dkk, “LSM di Era Reformasi”, Today*s Dialog Metro TV.
Jakarta, 2002.

Sachiko Murata, dan William C. Chittick. Trilogi Islam (Islam,
Iman & lhsan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Saeed Rahnema, Clerical Oligarchy and the Question of Democracy
in Iran, Monthly Review.

Saerozi, M. Historical study on the changes of religious and moral
education in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 2014.

Said Amir Arjomand. (ed), The Political Dimensions of Religion,
Albany, New York, State University of New York Press, 1993.

Salah seorang pemrakarsa paradigma sekularistik adalah “Ali
Abdur Raziq yang mengemukakan bahwa Islam tidak
mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan
kekhalifah-an termasuk kekhalifahan Al-Khulafa al-Rasyidin
yang bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman,
melainkan sebuah sistem duniawi. Isu sentral di antara
pokok pandangan Abdur Raziq antara lain, "Islam tidak
menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula
mendesakkan kepada kaum Muslim sistem pemerintahan
tertentu mereka harus diperintah tetapi Islam telah
memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan
negara sesua dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi
yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan

perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Salah seorang tokoh pemikir simbiosis, yaitu Al-Mawardi (w. 1058),
dalam bukunya Al-Ahkam Al- Sulthoniyah, la menegaskan
bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan
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instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna
memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan
agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas
yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.
Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.
Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada
pandangan simbiosis adalah Al- Gazali (dalam Nasihat Al-
Mulk). yang mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi-
nabi dan memberi mereka wahyu maka Dia juga mengirim
mereka raja-raja dan memberi mereka “kekuatan llahi”.
Keduanya, antara Nabi dan raja, memiliki tujuan yang sama,
yaitu kemaslahatan kehidupan manusia.

Salman Luthan. “Agenda dan Strategi Reformasi Hukum”
dalam M. Mahfud MD, (Ed.), Kritik Sosial dalam Wacana
Pembangunan. Yogyakarta: Ul Press, 1999.

Salman Al-Audah dan Fadli Ilahi, Amar Ma“ruf Nahi Mungkar.
Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1993.

Satriawan. “PDIP Lambar Dominasi Kursi Legislatif, Mukhlis Basri
Lolos ke Senayan,” 4 November 2019.
https:/ /www .saibumi.com / artikel-93349-pdip-lambar-
dominasi-kursi-legislatif-mukhlis-basri-lolos-ke-
senayan.html.

Sayid Mujtaba Musawi Lari, Etika & Pertumbuhan Spiritual,
terj, Muhammad Hasyim Assagaf. Jakarta: Lentera
Basritama, 2001.

Sayyid Quthb, Fi Dzilal al-Qur“an. Kairo: Dar Al-Syurug, 1996.

Scharffs, B. G. Scharffs, B. G. (2011). Four views of the citadel: The
consequential distinction between secularity and secularism.
Religion & Human Rights, 2011.

Sebagai contoh, orang melakukan pelanggaran etika sosial
dengan melakukan manipulasi data guna mendapatkan
keuntungan uang yang berlimpah, dengan maksud uang
tersebut akan digunakan mendirikan Yayasan Yatim Piatu,

929



umpamanya. Mendirikan Yayasan hal yang baik, tetapi
memperoleh dana dengan cara manipulasi atau korupsi satu
hal yang dilarang agama, dan tidak dapat ditolerir.

Sebagai catatan, tentu saja hal ini tidak bisa digeneralisir, data
diperoleh dari masyarakat yang bersifat subjektif berbeda
sudut pandang. Namun demikian pernyataan mereka itu
adalah bagian dari suara publik sebagai kritik sosial, juga
patut didengarkan. Sifat sifat yang dikemukakan tidak
berlaku untuk semua pejabat, mungkin yang dia rasakan
ada di antara pejabat yang kurang menjaga integritas
kepribadiannya seperti yang telah dipaparkan.

Sebagai hajat asasi manusia, dalam kondisi bagaimanapun, agama
akan senantiasa exist, Agama tidak akan berada di pinggiran
dalam proses globalisasi sekalipun, apalagi tercerabut dari
konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tumbuh
dan berkembang. Dengan mengutip pernyataan Robert N.
Bellah, Bahtiar Effendy mengatakan, bahwa baik secara
teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai
instrumen untuk memahami dunia. Lihat, Bahtiar Effendy,
Masyarakat ~Agama dan  Pluralisme Keagamaan
Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos
Kewirausahaan. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Sebagaimana dinukilkan oleh ,Abdul Wahhab Khallaf dalam
bukunya al- Siasah al-Syar“iyyah. Bairut: Mu’assasah Ar-
Risalah, 1984.

Sebagaimana sabda Rasulullah, “Setiap orang di kalangan kamu
adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai
pertanggung-awabannya tentang yang dipimpinnya”. (H.R.
Bukhari dan Muslim). Lihat, Salim Bahreisyi, Riadhus
Shalihin. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Sebuah hadis Nabi menegaskan bahwa amal perbuatan/ibadah
yang pertama kali dihitung pada hari kiamat kelak adalah
sholatnya, apabila shalatnya baik maka baik pulalah semua
amal perbuatannya, sebaliknya jika sholatnya tidak beres,
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maka segenap aktivitas kesehariannya pastilah juga ada hal
yang tidak beres. Karena memang sholat yang beres itu
sudah menjadi garansi dari Allah SWT dapat mencegah
seseorang dari melakukan perbuatan munkar, perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama, dan itu pada umumnya
juga bertentangan dengan adat istiadat, hukum positif, etika
sosial dan perundang-undangan. Dan orang yang beriman
yang melakukan perbuatan baik, maka Allah akan
memberikan kehidupan yang baik pula kepadanya (al-
Qur“an Surat an-Nahl ayat 97. Orang yang integritas
keagamaannya kuat (istiqomah) pastilah ia menjadi
pembela kebenaran yang berani (al-Qur“an surat Thahaa
ayat 112.

Sebut saja sebagai kasus, peristiwa penganiayaan polisi
terhadap mahasiswa yang sedang melakukan orasi
demonstrasi menentang kasasi Akbar Tandjung di depan
gedung Mahkamah Agung, pada tanggal 12 Februari 2004,
yang menelan korban luka berat sampai belasan orang dan
puluhan orang menderita luka ringan, kesemuanya 72 orang,
tetapi menurut polisi hanya 7 orang.

Sebut saja sebagai contoh adalah Sukarno yang dianggap sebagai
salah seorang pimpinan —golongan nasionall itu ternyata
tidak sepenuhnyal mengosongkan kehidupan politik
kenegaraannnya  dari  nilai-nilai ~ Islam—betapapun
simbolisnya, kata Bahtiar Effendi, bahwa Sukarno
meruipakan kepala Negara yang pertama kali melafdalkan
ayat-ayat al-Qur‘an di forum internasional seperti PBB.
Demikian pula dalam konteks Indonesia, dia memulai
penyelenggaraan perayaan hari- hari besar Islam di Istana
Negara. Dia juga yang mendirikan masjid di kompleks Istana
Negara. Lihat, Bahtiar Effendy, Re-Politisasi Islam Benarkah
Islam Berhenti Berpolitik ? Bandung: Mirzan, 2000.

Secara global konsep hisbah dalam Islam adalah petunjuk teknis
dan pelaksanaan dari kewajiban amar ma“ruf nahi munkar,
yang mengandung wewenang yang dalam bidang nahi
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munkar meliputi pencegahan penipuan di pasar, seperti
masalah timbangan, sukatan, ukuran, menjual barang yang
telah rusak tetapi tidak diketahui oleh pembeli, serta
mencegah tindakan-tindakan yang merusak moral; dan
dalam bidang amar ma“ruf; seperti pemberitahuan tentang
masuk waktu shalat, berpuasa, imsak dan sebagainya. Ibn
Khaldun, sebagaimana dikutip oleh tim penulis Ensiklopedi
Islam Indonesia ,menjelaskan bahwa tugas hisbah yang
merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan
kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin.
Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemunkaran dan
mengoreksinya, menertibkannya dan berusaha agar orang
mau hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum, dan
menjauhkan diri dari yang merugikan mereka. Bacaan lebih
luas dapat dilihat, Ahmad ibn Taiymiyyah, al-Hisbah fi al-
Islam Wadzifatu al-Hukumah al- Islamiyah, ( Bairut: Dar al-
fikr al-Banany, 1992). Harun Nasution, et. al, Ensiklopedi
Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 324-326.
Untuk kasus Indonesia, agaknya lembaga resmi yang
melakukan tugas hisbah ini adalah polisi, atau petugas-
petugas khusus yang diberi tugas untuk hal tersebut. Seperti
polisi khusus, dinas pasar, petugas retribusi dan lain-lain.

Secara sederhana, manajemen adalah melaksanakan perbuatan-
perbuatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang
lain, “Management is simply getting things done through
people”  Lihat, G.R. Terry, Principles of Management,
Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc, 1977.

Secara substansial, maksud diturunkannya al-Qur*“an, menurut Al-
Zarqani, ada tiga hal utama, yaitu: sebagai petunjuk bagi jin
dan manusia, sebagai tanda pendukung kebenaran Nabi
Muhammad Saw, dan agar makhluk-Nya menyembah
dengan membacanya. Lihat, Al-Zarqani, Manail al-,Irfan.
Kairo: Isa al-Babi al- Halabi, 1972.

Sekularisme memiliki pandangan bahwa Islam hanya
menyiapkan kebenaran keagamaan, ideal dari kehidupan
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ruhani dan contoh dari kehidupan moral. Masyarakat harus
dibebaskan dari ikatan-ikatan dan batasan-batasan syari‘ah
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